
BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 48 TAHUN 2013 

TENTANG 

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
BIDANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN TASIKMALAYA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 
ten tang Standar Pelayanan Minimal bidang Penanaman Modal 
dan dalam rangka menjamin pelayanan kepada masyarakat, 
perlu penerapan dan pencapaian standar pelayanan Bidang 
Penanaman Modal di Kabupaten Tasikmalaya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Tasikmalaya tentang Penerapan dan Pencapaian Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal di Kabupaten 
Tasikmalaya; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan 
Daerah -Daerah Kabu paten Dalam Lingkungan Provinsi J awa 
Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Repu blik IndonesiaTa h un 2007 
Nomor 67, tambahan lembaran negara Repu blik Indonesia 
Nomor 4724); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ten tang Informasi dan 
transaksi Informasi elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan lemba ran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4843); 

6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ten tang pembentukan 
Peraturan Perundfulg-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu n 2011 Tom r 82 , tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Peratu ran Pemerin ah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2005 
Nomor 150, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia 
N mor 458 ); 

8 . Peraturan Pemerin ta h Nomor 38 Tahun 2007 ten tang 
Pembagian Urusan Pemerintah an Antara Pemerintahan 
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabu pa ten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

9. eraturan Pem Tintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisa s i Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
ndones 'a Tah u 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4 74 1); 

1 . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahu n 2008 ten tang Sistem 
Pengen d ian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
ndon esia Tahu n 2 0 8 NomoI' 127, Tambahan Lembaran 

Negara Repu r k In dones ia Nomor 4890); 

11. Peraturan P esid 11 OL lor 90 Tahun 2007 ten tang Badan 
Koordinasi Penanaman Modal; 

12. Perat ran resi en Nom,or 2 7 Tabun 20 09 ten tang Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu d i idang Penanarnan Modal; 

13. Peraturarl Menteri Dala , Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
Petu n 'uk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal; 

14. Peraturan Ment r i Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 
ten tang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 

15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 
12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman 
Modal; 

16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 
13 Tahun 2009 ten tang Pedoman dan Tata Cara Penanaman 
Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010; 

17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 
14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan 
Perijinan Investasi secara elektronik; 



· , 

Menetapka n 

3 

18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 
6 Tabun 2011 ten tang Tata Cara Pelaksanaan,Pembin a an dan 
Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman 
Modal; 

19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 
5 Tabun 2013 ten tang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
63/KEP/M.PAN/7/2003 ten tang Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Pelayanan Pu blik; 

21. Peraturan Daera.lI Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tabun 
2008 tentang Drusan Pemerintaba n Daerab Kabupaten 
Tasikmalaya (Lembaran Daerab Kabupaten Tasikmalaya 
Tabun 2008 Nomor 8); 

22. Peraturan Daerab Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tabun 
2008 ten tang Sekretariat Daerab Kabupaten Tasikmaiaya dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerab Ka bu paten 
Ta sikmalaya (Lembaran Daerab Kabupaten Ta sikm alaya 
Tahun 2008 Nomor 14); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tabun 
2011 ten tang Ren cana Pembangunan Jan gka Menengab 
Daerah Kabupaten Ta sikmalaya Tabun 2011-2015 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikm alaya Tahun 2011 Nomor 13 ); 

24 . Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2008 ten tang 
Rincian Tugas Ul jt Sekretariat Daerab Kabupaten 
Ta s ikm alaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tabun 
20 12 Nomor 24). 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PENERAPAN 
DAN E NCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG 
PENANAMAN M ODAL 0 1 KABU PATEN TASIKMALAYA. 

BAB I 
1 ETE TUAN MUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini, yang dim aks d dengan : 
1. Daerab adalah Kabupaten Tasikm alaya; 
2. Pemerintah Daerab adalah Bup ti beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintaban Daerah ; 
3. Bu pati adalah Bu pati Tasikmalaya; 
4. Urusan Pemerintahan adalab fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi h ak dan 

kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan Pemerintahan untuk mengatur 
dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam 
rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan m asyakat; 

5. Urusan Wajib adalab urusan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Da erab 
berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap masyarakat ; 

6. Pelayanan Dasar kepada Masyarakat adalab fungsi Pemerintah dalam 
memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk 
meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat; 
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7. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan ten tang jenis dan mutu 
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh 
setiap warga secara minimal; 

8. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal adalah tolok ukur 
untuk mengukur kinerja penanaman modal yang diselenggarakan oleh 
perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang menangani urusan 
Penanamanan Modal selanjutnya disebut SPM Penanaman Modal; 

9. Indikator SPM adalah tolok ukur pre stasi kuantitatif dan kualitatif yang 
digunakan untuk menggambarkan be saran sasaran yang hendak d ipenuhi 
dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil danl atau 
manfaat pelayanan; 

10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman 
Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki 
kewencm gan sesuai denga kete n t1. '1 pera tuan perundang-undangan; 

11. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fi skal dan 
non informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentauan 
peraturan perundang-u ndangan; 

12. Sist .m Pelayanan Informasi dan Perizinan Investsi secara Elektron ik yang 
selanju tnya disingkat SPIPISE, adaJ.cJ.l sistem pelayanan perizinan d an non 
perizina n yang berintegrasi antara Bad a n Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 
dengan kemen trian I Lem baga Pemerin tah Non kemen trian yang memiliki 
kewenangan perizinan dan n 011 perizinan . 

B lB II 
MAKSUD , TU 'JAN DA~ UNGSI 

Pasa1 2 

Maksud ditetapkannya SPM Penanamanan Modal ad alah acuan bagi Pemerintah 
Kabupaten Tasik alaya dalan melaksallakan urusan wajib bidang Penanamanan 
Modal. 

Pa sal3 

Tujuan diteta p <.annya SPM bidang P nanaman Modal a dalah: 
a. meningka tkan akses kualitas elayanan Bidang Penanaman Modal kepada 

masyarakat ; 
b. meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang langsung berhadapan 

dengan masyaraka t; 
c. meningkatkan efisiensi an fektivit~s p.::.layan an penanaman modal. 

Pasal 4 

Fungsi SPM bidang penanaman modal dal 1 sebagai berikut: 
a. peralatan untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus 

dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan penanaman modal 
kepada masyarakat; 

b. pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan 
pelayanan penanaman modal kepada masyarakat; 

c. prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah; 

d. pengevaluasian dan monitoring dalarn pelaksanaan urusan wajib penanaman 
modal; 

e. pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk meningkatkan kinerja dalam 
pelayanan kepada masyarakat; 
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f. penyusunan program-program penanaman modal serta perumusan kebijal<an 
Bupati dalam menentukan kebijakan satu tahunan, tiga tahunan dan lima 
tahunan; 

g. penen tuan standar penilaian penanaman modal. 

BAB III 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL 

Pasal 5 

(1) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan pelayanan bidang 
Penanaman Modal sesuai dengan SPM bidang Penanaman Modal. 

(2) SPM bidang Penanaman Modal melipu ti pelayanan da sar beserta indikator 
kinerja terdiri dari: 
a. Kebijakan Penanaman Modal; 
b. Kerjasruna Penanaman Modal; 
c . Promosi Penanamanan Modal; 
d. Pelayanan Penanaman Modal; 
e. Pen gendalian Pelaksanaan Penanmnan Modal; 
f. Pengelolaan data dan sistem. Informa si Penanaman Modal; 
g. Penyebarluasan pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal. 

(3) Penera pan jenis pe]ayanan dan ta. ge t pencapaian ditetapkan sebagaimana 
tercantu m d alanl Lampiran Peratura in i. 

BAB IV 
PE J }ORGAI ISASLA.N 

Pasal 6 

(1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraa n pelayanan di bidang 
Penana m3..l'1. Iv1 dal sesu ai SPM Bidang Penanaman Modal Ka bupaten 
Tasikmalaya. 

(2) Penyelen garaan pelayanan idang pen-:-nan1an modal sebagaimana ayat (1) 

secara 0 era sional dikoordinasi an oleh B"gian Perekonomian dan Penanaman 
Modal Setda Kabupaten Tasik alaya. 

(3) Penyelenggara an pelayanan penanaman 1 odal dilakukan oleh aparatur yang 
sesuai dengan k u alifikasi dan kompetensi ang dibutuhkan. 

BABV 
PELAKSANAAl T 

asa1 7 

(1) SPM Bidang Penanaman Modal y n a ditetapkan meru pakan acuan dalam 
perencanaan program pencapaian target Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 

(2) Perencanaan program dan penganggaran SPM sebagaimana dimaksu d dalam 
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan. 

BABVI 
PELAPORAN 

Pasal8 

(1) Kepala Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah 
menyampaikan laporan pencapaian dan penerapan SPM tahunan kepada 
Bupati. 
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(2) Bupati Tasikmalaya menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan 
dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal melalui Gubernur. 

BAB VII 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal9 

Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat. 

BAB VIII 
PEMBIAYAAN 

Pasall0 

Biaya yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerjaj pelaporan, m onitoring dan 
evaluasi, perangkat keras sistem informasi, interkoneksi ke SPIPISE serta 
pengem bangan kafasitas SPM dibebankan kepada APBD dan sumber pen dapatan 
lain yang sah. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Hal-hal ya n g belum cukup diatur dalam Peratura n ini, sepanjang mengen ai teknis 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

Pasa1 12 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal d iundangkan. 

Agar setiap orang m engetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 3 1 D esember 201 3 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

~ODIR 
NIP. 19611217 198305 1001 

Ditetapka n di Singaparna 
pad a tanggal, 30 Des embe l. 2013 

! BUPATI TASIKMALAXl 

j UU RUZHANUL ULU 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 



, 

LAMPIRAN 
NOMOR 
TANGGAL 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
48 'Iabun 201 
31 Desember 2013 

NDlKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL 

No Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Target Waktu Pencapaian 
Indikator NUai capaian 2011 2012 2013 2014 

1 Kebijakan Penanaman Modal Tersediannya informasi peluang usaha sektor /bidang 1 (satu) 2014 7 7 7 7 
u saha unggulan sektor/bid 

usaha 
2 KeIjasama Penanaman Modal Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam 20 14 0 0 0 1 

rangka kerjasama kemitraan : 
a. Antara Usaha Mikro Kecil, menengah dan Koperasi 1 (satu) kali 

(UMKMK) tingkat kabupaten dengan pengusaha per tahun 
tingkat provinsi / nasional 

3 Promosi Penanamanan Modal Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal 1 (satu) kali 20 14 3 3 3 
kabupaten per tahun 

4 Pelayanan Penanaman Modal Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non 
perizinan bidang penanaman modal melalu i 
Pelayanan Peizinan Satu Pintu (PTSP) di bidang 
Penanaman Modal : 
a . Pendaftaran Penanaman modal dalam negeri, izin 100 % 20 14 0 

prinsip penanaman modal dalam negeri, izin 
usaha penanaman modal dalam negeri, tanda 
daftar perusahaan (TDP) , Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP) , Perpanjangan Izin 
Mempekerjakan Tenaga Asing (I MTA) yang bekeIja 
di 1 (satu ) kabupaten sesuai kewen angan 
pemerintah kabupaten 

2015 
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3 
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No Jenis Pelayanan Dasar Stan dar Peiayanan Minimal 
Indikator Nitai 

5 Pengendalian Pelaksanaan Terselengaranya birnbingan pelaksanaan kegiatan 1 (satu ) kali 
Penanaman Modal penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha per tahun 

6 Pengelolaan data dan sistem Terimpiementasikannya Sistem pelayanan Informasi 100 % 

Informasi Penanaman Modal dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) 

7 Penye barluasan pendidikan dan Terselenggranya sosialisasi kebijakan penanaman 1 (satu) kali 
pelatihan Penanaman Modal modal kepada masyarakat dunia usaha per tahun 

I. 
,. 

L 

Target 
capaian 

20 14 

201 4 

~014 

\ 

\ 

\ 
\ 

-

Waktu Pencapaian 
2011 2012 2013 2014 2015 

0 0 0 1 1 

0 

- 1 1 - 0 1 

BUPATI TASIKMALAyl 
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